
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA 

INTEGRITAS – PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH 

BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI 

 

 

Kpt 19 TAHUN 2026, 6 HLM 

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI 

KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2026 

 

ABSTRAK : - keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan komitmen Komisi 

Pemilihan Umum Kota Bengkulu dalam mewujudkan Wilayah yang 

Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu 

menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas; bahwa berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang 

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2026. 

 

Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571); Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-

Kpt/01/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi 

Pemilihan Umum Tahun 202-2024; Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 312/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi 



Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

- Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2026, 

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

   

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026; 

- Lampiran: 3 hlm. 

 


